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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, PT KMA selaku Wajib pajak Badan 

menerbitkan Surat Setoran Pajak Elektronik menggunakan aplikasi e-Billing. 

Sebelumnya Wajib Pajak Badan harus mempunyai EFIN untuk memudahkan 

proses transaksi perpajakan secara online, salah satunya dapat membuka aplikasi e-

Billing. Aplikasi ini merupakan bagian yang penting dalam penyetoran pajak karena 

Wajib Pajak Badan dapat menerbitkan Surat Setoran Pajak Elektronik yang salah 

satu isinya berupa Kode Billing dan masa aktif Kode Billing. Kode Billing 

merupakan bagian yang penting dalam proses penyetoran pajak. Selain itu, Wajib 

Pajak Badan harus memperhatikan masa aktif Kode Billing yang berlaku selama 1 

(satu) bulan. Wajib Pajak Badan harus membuat ulang kembali Kode Billing 

apabila penyetoran pajak dilakukan ketika melebihi masa aktifnya sehingga proses 

penyetoran pajak menjadi tertunda.  

Wajib Pajak Badan dapat menyetorkan pajak dengan membawa cetakan 

formulir Surat Setoran Pajak Elektronik pada tempat pembayaran, seperti di bank, 

ATM, e-Banking, dan EDC atau mini ATM. Wajib Pajak Badan harus mematuhi 

batas waktu penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22. Wajib Pajak Badan mendapat 

Surat Tagihan Pajak (STP) berupa denda yang harus dibayar apabila melebihi batas 

waktu penyetoran yang berlaku. Kemudian Wajib Pajak Badan mendapat Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) dari tempat pembayaran pajak. Keberadaan aplikasi e-

Billing juga membantu pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara karena 

Wajib Pajak Badan dapat menyetorkan pajak dengan mudah, cepat, dan aman, 

aplikasi e-Billing dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan transaksi, dapat 

merekam langsung data transaksi yang dimasukkan, serta Wajib Pajak Badan 

mempunyai akses langsung untuk melaporkan SPT online menggunakan CSV lapor 

di aplikasi e-Filling.  
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5.2 Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pentatrust Tax 

Advsisory, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu PT KMA selaku 

Wajib Pajak Badan harus mempunyai EFIN terlebih dahulu agar dapat membuka 

fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, salah satunya adalah 

aplikasi e-Billing. Selanjutnya Wajib Pajak Badan lebih memanfaatkan aplikasi e-

Billing dengan cara memperhatikan masa aktif Kode Billing yang tertera pada Surat 

Setoran Pajak Elektronik sehingga tidak terjadi pengulangan pembuatan Kode 

Billing dan proses pembayaran pajak menjadi tepat waktu. Selain itu Wajib Pajak 

Badan harus mengisi formulir Surat Setoran Pajak Elektronik dengan benar dan 

tepat agar tidak terjadi pemindahbukuan dalam proses ini.  
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